PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

SURABAYA

PERATURAN DRERAH KOTaAMADYA ODAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERIA

DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT I1 SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

1.

WAL TROTAMARYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA

bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan
pelayanan kepada masvarakat dan untuk
memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang
koperasi dan pembinaan pengusaha kKecil di dalam
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabava
perlu untuk mengubah status kantor Departemen
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dari
Perangkat Wilavah menjadi Perangkat Daerah
dalam bentuk Dinas Daerah

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
konsideran menimbang huruf a di atas serta
untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi
Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava,
dipandang perlu menetapkan Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dengan
menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam
suatu Peraturan Daerah.

Undang—~undang Nomor 146 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogvakarta, vang telah diubah
dengan Undang—-undang Momor 2 Tahun 1965

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah 3

Undang-~undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian j

Undang-undang Nomor ¢ Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil ;

Peraturan Pemerintah Nomor é¢ Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
titik berat pada Daerah Tingkat II ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persvaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 199% tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Qrganisasi Dinas Daerah

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentanyg Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

12. Keputusan Mentaeri Dalam Negeri MNMomor 97  Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah 3

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun
1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pads
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11 ;

14, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23  Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat 1 dan Daerah
Tingkat IT 3

15. Peraturan Daesrah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang 0Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadva Daerah
Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabava.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surabava.

MEMUTUSKAN

Menetapkan » PERATURAN  DAERAH  KOTAMADYA  DAERAH  TINGKAT II
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATAKERJIA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAM  PENGLISAMA
KECIL DAERAH KOTaMADYR DAERAH TIMGKAT IT
SURABAYA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini wvang dimaksud
dengan

ez



a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintabh Kotamadya
Daerah Tingkat 1@ Surabava ;

b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I
Surabava 3

. Sekretaris Kotamadvyva Daerah, adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabava ;

d. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Daerah, adalah Dinas Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Daerah Kotamadva Daerah Tingkat
I1 3Surabavya j

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Koperasl dan
Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah Kotamadya
Dasrah Tingkat II Surabava.

BAB I
PEMBEENTUKARN

FPasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah.

BaB 11T
KEDUDUKAM, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal &

(1) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Daerah adalah Unsur Pelaksana PFemerintah
Daerah di  bidang koperasi dan pembinaan
pengusaha kecil ;

(2) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Daersh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikotamadyva Kepala
Daerah

]

{3) Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Daerah dalam melaksanakan tugas berada di
bawah koordinasi administratif Sekretaris
Kotamadya Daerah.

Pasal 4

(1) Dinags Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian
Urusan Rumah Tangga Daerah Jdi bidang koperasi
dan pembinaan pengusaha Kecil vang menjadi
tanggung Jjawabnva meliputi penyvusunan program,

monitoring dan evaluasi serta urusan
ketatausahaan, pengawasan dan pemantauan
pemberian bimbingan dan pengembangan

kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil,
menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan
serta tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur.



(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paszsal ini meliputi

3. pembinsan kelembagaan koperasi dan
pengusaha kKecil

b. pembinaan usaha koperasi dan pengusaha
kacil ;

c. penyuluhan koperasi dan usaha kecil ;

d. pelatihan koperasi dan pengusaha kecil.

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 4 Psraturan Daerah ini, Dinas Koperasi dan

Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah mempunyai fungsi:z

a. pelaksanaan koordinasi penvusunan rencana dan
program g

. pengelolaan urusan kepagawaian, keuangan,
administrasi, surat menvurat, arsip,
dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga ;

c. pelaksanaan Kebijaksanaan ‘teknis, pembarian
bimbingan, pembinaan parkoperasian dan
pengusaha kKecil

d. pelaksanaan Kehumasan, pendaftaran, pembinaan
tatalaksana ddi bidang perkoperasian dan
pengusaha kecil ;

e. pelakzanaan pengawasan Kegliatan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam.

BoR Iv
SUSUNAN ORGAMISAST
Pasal &
(1) Susunan Organisasi Dinas kKopearasi dan

Pembinsan Pengusaha Kecil Daerah ditetapkan
dengan Pola Maksimal

£2) Susunan Organisasi Dinas koperasi dan
Pangusaha Kecil Daeraeh terdiri dari:

a. Kepala Dinas ;

b, Sub RPagian Tata Usaha :

Urusan Kepegawaian

- Urusan Keuangan ;

Urusan Humas dan Pendaftaran
- Urusan Umum.

i

t

c. Seksi Program :
- Sub Seksi Program Koperasi ;
- Sub Seksi Program Pengusaha Kecil.



(3)

(1)

(2)

(1)

d. Seksi Koperasi Pedesaan =
~ Sub Seksi Pertanian Tanaman Pangan j
~ Sub Seksi Perikanan dan Peternakan.

e. Seksi Koperasi Perkotaan :
- Sub  Seksi Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam ;
-~ Sub Seksi Jasa Perdagangan dan Aneka
Jasay
- Sub  Seksi Ketenagalistrikan dan Jasa
Informatika.

f. Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil :
-~ Sub Sekal Industri Pertanian
~ Sub Seksi Industri Non Pertanian
~ Sub Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.

g. Seksl Pengawasan Roperasi  Simpan Pinjam/
Unit Simpan Pinjam o
-~ Sub Seksi Pengawasan Koperasi Simpan
Pinjam ;
~ Bub 3eksi Pengawasan Unit Simpan Pinjam.

h. Kelompak Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Oinas  Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah adalah
sebadgaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Daarah Iini.

Bag v
URATIAM TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Fasal 7
Kepala 0Oinas mempunyvai tugaes

a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan
pasal 5 Peraturan Daerah ini 3

b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan perangkat staf dan pelsksana Dinas
Koperazi dan Pembinsan Pengusaha Kecil
Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada
Jdi bawah dan  bertanggung jawab kepada
Walikotamadva Kepala Daerah.

Bagian Kedusa
Sub Bagian Tata Usaha

Fazal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyali tugas
mengkoordinasikan kegiatan Seksi-seksi
dilingkungan Dinas Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil DBaerah serta melaksanakan

Kegiatan kesekretariatan vang meliputi
urusan kepegawaian, urusan Keuangan, urusan
humas dan pendaftaran, urusan  umum serta

menyusun laporan ;



(2) 2ub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang

Repala Sub

agian vang dalam melaksanakan

tugas berada di bawah dan  bertanggung  Jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam
pasal 8 ayat (1) Peraturan Daesrah ini, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyal fungsi

a. penviapan

data dan pengolahan bahan dalam

rangka penyusunan rencana dan program, serta
evaluasi dan laporan

b. pengendalian/pengawasan ksuangan perlengKkapan
dan kepegawaian

c. pangelolaan

d. pengeloelaan
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f. palaksanaan

9. pelaksanaan
oleh Kepala

urusan kKepegawalan
urusan keuangan ;

urusan humas dan pendafttaran

urusan umum

tugas-tugas lain vang diberikan
Dinas.

Pasal 10

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun

rencana ksbutuhar pengadaan pegawail, mutasi,
kesajshteraan dan administrasi kepegawaian

(2) Urusan Keuvangan mnaempunval tugas meny usun
rencana  anggaran, pengelolaan administrasi

Keuangan

dan  memberikan bimbingan teknis

administrasi Keuangan dan pengelolaan keuangan

dari APBN,

APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II:

£33 Urusan Humas dan Pendaftaran Koperasi

mempunyai
informesi
insta

tugas menerima  dan menyampaikan
dari koperasil dan pengusaha kecil,

=i /dinas/lembaga yang barkepentingan

dengan koperasi dan pengusaha kecil, melakukan
kKebijaksanaan teknis operasional bimbingan,

pembinaan,
koperas]

prosaes pandafttaran dan  pembubaran

sarta melakukan pencatatan koperasi

vang telah berbadan hukum

(4) Urusan Unum memounval ftugas melakukan urusan
ketatausahaan dan pelayvanan pimpinan, surat

menyurat,

angetikan, penggandaan, Kearsipan,

perlengkapan, urusan rumah tangga dan

perjalanan

dinas

(5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan vyang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Sub Bagian

Tata Usaha.



BRagian Ketiga
Saksi Program

Pazal 11

(1) Seksi Program mempunval tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Daerah Jdi bidang program ;

(2) Seksi Program dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 12

Untulk melaksanakan tugas odimaksud dalam pasal
11 avat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Program
mempunyal fungszi =

a. pelaksanaan kKebijaksaan teknis operasional di
bidang program Koperasi dan pengusaha kecil ;

b. pelaksanaan penvyusunan program karja,
koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data,
penvusunan statistik dan pelaporan, pelaksanaan
pemantauvan, analisis dan evaluasi, pslaksanaan
tugas, penvelenggaraan sistem informasi dan
dokumentasi ;

a

pelaksanaan tugas-—tugas lain wvang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

53

(1) Sub Seksi Program Koperasi mempunyai tugas
melaksanakan kebijaksanaan operasional dalam
penyusunan  program, XKcordinasi, mengumpulkan
dan  mengolah data, menvusun statistik dan
pelaporan perkoperasian i

(2) Sub Seksi Program Pengusaha Kecil mempunyai
tugas melaksanakan kebijaksarzan operasional
dalam DE Y LS NN program, koordinasi,
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun
statistik dan pelaporan pengusaha kKecil

(3) Setiap 3ub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada
41 bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Program.



(1)

14

Seksi Kaoperasi Pedesaan mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah di bidang
koperazi pedesaan ;

Seksi Koperasi Pedesaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi wvang Jdalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Jdimaksud dalam

pasal 14 avat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi
Koperasi Pedesaan mempunvai fungsi =

a.

1)

(3)

pelaksanaan  kebijaksanaan teknis operasional
kopaeraszi  pedesaan Jdi bidang pertanian  tanaman
pangan, perikanan <dan peternakan

pelaksanaan bimbingan dan pembinasan koperasi dJdi
bidang vertanian tanaman pangan, perikanan dan
pataernaran o

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kKebijaksana
a1 tekniz operasional sesual rencans dan
program i  bidang pertanian tanaman pangan,
perikanan dan peternakan g

melaksangan Ty
3
o

sas-tugas lain yvang diberikan
oleh Kepala D oS

(ERe
nas.

Pasal 16

Sub Seksi Pertanian Tanaman Pangan  mempunyai
tugas melaksanakan Kebijaksanaan operasional
bimbingan teknis pembinaan dan pemantauan
serta evalugsi palaksanaan Lebijaksanaan
sanuai rencana orogram di bidang  kKoparasi
pertarian tanaman pandgan

Sub Sfeksi Perikanan dan Peternakan  mempunvai
tugas melaksanakan XKebijaksanaan operasional,
bimbingan teknis pembinaan dan pemantauan
serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
sesual rencans dan program Jdi bidang koperasi
peritanan dan peterrnakan

Setiap 3ub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala
Seksi Koperasi Pedesaan.



Bagian Kelima
Seksi Koperasi Perkotaan

Pasal 17

(1) Seksi Koperaszi Parkotaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan
Pembinaan Pongusaha Keoil Dasrah di bidang
koperasi perkotaan 3

(2) Seksi Koperasi Perkoltaan dipimpin oleh seorang

Kepala Saksi  wang <dalam  mzrlaksanakan  tugas

berads di bawah dan bertanggung Jjawab Kepada

Kepala Dinas.

»

o

Pasal 18

Untuk melakszanakan tugas dimaksud dalam
pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi
Koperasi Perkotaan mempunvai fungsi =

a. pelaksanaan Kkebijaksanaan teknls operasional
koperasi perkotaan di bidang Koperasi simpan
pinjam/unit =impan pinjam, jasa perdagangan,
ancka Jasa sarta ketenazzalistrikan dan  jasa

informatika

k. pelaksansan bimbingan dan pembinaan Kkoperasi
perkotaan di bidang koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam, Jasa perdagangan, aneka jasa
serta ketenagalistrikan dan jasa informatika ;

c. pemantauan dan evaluasi pelakasanaan kebijaksana
an teknis operasional sesual rencana dan
program dJdi bidang koperaszsi simpan pinjam/unit
simpan pinjam, jasa perdagangan, aneka Jjasa
serta ketenagalistrikan dan jasa informatika

d. pelaksanaan tugas-tugas lain vyang diberikan
oleh Kepala Dinas.

3

- Y b BN 44
ABA L 25

(1) Sub Seksi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam mampunvai tugas melaksanakan
kebijaksanaan operasiconal bimbingan teknis
pambinaan dan pemantauan saerta evaluasi
pelaksanaan kebijaksanaan sesual rencana
program di bidang koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam 3

{(2) sub Seksi Jasa Perdagangan dan Aneka Jasa

mempunyval tugas melakukan kebijaksanaan
operasional bimbingan teknis pembinaan dan
pemantauan sarta evaluasi pelaksanaan
kebijaksanaan sesuai rencana program di

bidang koperasi jasa pergadangan dan aneka

jasa =

%



(3) sub Seksi Ketenagalistrikan dan Jasa
Informatiksa menpunyal tugas melaksanakan
kebijaksanaan operasional bimbingan teknis
pembinaan dan pemantauan serta evaluasi
pelaksanaan kebijaksanaan sesual rencana dan
program di bidang kKetenagalistrikan dan jasa
informatika

(4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi vang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala
Seksi Koperasi Perkotaan.

Bagian Keenam
Seksl Pembinaan Pengusaha Kecil

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil mempunyvai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah
di bidang pembinsan penqusahsa kecil

(2) Sekei Pembinaan Pengusaha Yecil dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi vang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam
pasal 20 avat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi
Pembinaan Pengusasha Kecil mempunvai fungsi -

a. pelaksanasn kebijaksanaan Yteknis operasional
pengusaha  Keail di bidang industri pertanian,
industri non pertanian, perdagangan dan aneka
usaha ;

b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengusaha
kecil di bidang industri pertanian, industri
non pertanian, perdagangan dan aneka usaha 3

o]

pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan Kebijsksana
an teknis operasiosnal sesual rencana dan
program di bidang industri pertanian, industri
nen pertanian, cerdagangan dan aneka usaha

d. pelaksanaan tugas-tugaz lain vang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Industri Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan kebijasksanaan operasional,
bimbingan teknis, pembinaan dan pemantauan
serta evaluasi pelaksanaan sesual rencana

program di bidang pertanian ;



(2) Sub Seksi TIndustri Non Pertanian mempunyai

N
G
St

(4)

tugas melaksanakan kebijaksanaan operasional,
bimbingan ts=knis, pembinaan dan pemantauan
serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
sesual rencana dan orogram Jdi bidang industri
non pertanian

£

Sub Sk Perdagangan  dan faneka Usaha
mampuny i tugss melaksanakan kebijaksanaan
operasional, bimbingan teknis, pembinaan dan
pemantauan serts aevaluasi pelaksanaan

kebijaksaan cesual rencana dan  program  di

bidang perdaaangan dan aneka usaha 3

Setiap 3ub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
A1 bawah dan bertangouna iawab kKepada Kepala
Seksi Pembinaan Pengusaha Kecil.

Fagian Xetuijuh

Seksl Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/

Py
Nt

(2)

Unit Simpan Pinjam
FPagel *F

Sekai  Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan  Pinjam mempunyai  tugss melaksanakan
sebagian  tuagas Dines Koperasi  dan  Pembinaan
Pengusaha Fecil Gaerah di  bidang pengawasan
koperasi =impan pinjam/unit simpan pinjam ;
Seksl Pengawasan RKoperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala
Qekni vang melaksanskan tugas berada di bawah
dan bertanggung Jawab kKepada Kepala Dinas.

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas  dimaksud dalam

pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam mempunval Fungsi

& .

pelaksanaan kXebijnksarnaan teknis operasional
koparasi aimpan pinjamunit simpan pinjam ;

k. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan

koperasi simpan pinjam sesuai dengan perundang-
undangan wvang berlaky

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksana
an teknis operassional sesual rencana dan
program i bidang pengawasan koperasi simpan
pinjam/unit =impan pinjam :

d. pelaksanaan tugas-tugas lain wvang diberikan
oleh ¥epala Dinaz.



Pasal 25

(1) Sub Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
mempunyal  tugas melaksanakan kebijaksanaan

operasional bimbingan teknis pembinaan,
pengawasan dan pemantauan  serta evaluasi
palakasanaan kabidakaanaan fﬂﬂuai rencana

program nancasasan !i!f,'\;‘"'«f?!“?ﬁ,f:’ij slmp‘;m p.mjam a

{2) sub Seksi  Pengewasan  Unit  Simpan Pinjam
mempunvai  tugas  melakzarakan kebijaksanaan

aperasirmal Bimbingan nis pemnbinaan,
pangawasan dan onemantauan serta evaluasi
pelaksanaan kebijaksanaan sesual rencand
program pengawasan unit simpan pinjam

(3) Setiap Sub “aksi Jdipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi vang dalam pelaksansan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi  Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam.

Ragian Kadelapar
Kelpompok Jabatan Funqsional

Pasal 2?6

kKelompok Jabatan Funazional mempunyal tugas
melaksanakar sehaagisn  *ugas Dina Koperasi dan
Pembinaan Pengucaha Kedil Daersh sesuai keahlian
dan Kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsicnal dimaksud pada
pasal 26 Peraturan Daerabh ini, terdiri atas
saejumlah tenaqa dalam Jjabatan fungsional vyang
terbagi dalam berbagei kelompok sesusl  dengan
bidang ksahliannva 3

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal
ini, dipimpin olah sec tanq tanaga  fTungsional

senior Yarg ditunjuk diantara tenaga
fungsional VAN ada  di Lingkungan Dinas

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas ;

(3) Jumlah jJabatan fungzional tersebut pada avat
(1) pasal ini ditentukan berdasarkan kesbutuhan
dan beban kerja -

(4) Jenis dan jenjang 3jabatan fungsional tersebut
pada avat (1) pasal ini, dJdisesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.



(2)

(3)

BAB VI
Teme KERJIA

Pasal eSS

Kepala Dinss dalam melaksanakan tugas
berdasarkan kKebijaksanaan vang ditetapkan oleh
Walikotamadyva Kepsala Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas waliib
menerapkan orinsip  koordinasi, integrasi,
sinkronisaszi dan simplifikaszi secara vertikal
dan harisontal bail dalam lingkungan
Pamerintah Daerah maupun dengan instansi  lain
sazusi dengman bidang tugasnya

Kepala Sub Bagian Tats Usaha, para Kepala
Seksi, 3 Kepals Urusar dan para Kepala Sub
Sewei tad ik menerapkan prinsip~prinsip
kopordinasi intagrasi, sinkronisasi dan

sesual bidang tugasnva masing-

Qe+ian rimoinan  zatusn organisasi dalam

Timakungan Dinas  Koparasi dan Pembinaan
Disarieyeg “oaocil  Daerah, wajib memimpin,
mangawasi, mamberikan bimbingan dan pestunjuk
bagl pelaksanaan  tugas  bawahannva masing-
Ml ng.

36H WYY
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(1)

(3)

(4

Patat IARATAN

Pasad Ay

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikotamadys Kepala Daerah setelah mendapat
parsetuiuan dJari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat T Jaws Timur 3

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala
Uruszan dan Kepala Sub Seksi  diangkat dan
nooleh Walikotamadva Kepala Daerah
11a Dinas

]

dibarherntiiks

Jebatan  Kepaln Dinss tidak boleh dirangkap

Kenala Dinas barhalangan menjalankan
Kenala DYnas dapat menunink Kepala
4 tan  Tata Uszaha atau  salah seorang
Kapala Seksd untuk mewakilinva.
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BAB VIII
KEPEGAWATIAN

FPasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian pada Dinas Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil Daerah diatur sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

(1) sSegala bilava vang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha
Kecil Daerah dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabava ;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut
pada avat (1) pasal ini, kepada Dinas Koperasi
dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah dapat
diberikan bantuan dari Pemerintah atau
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur sesual peraturan perundang-undangan yvang
berlaku.,

BAB X
PENUTUPR

pPasal 32
Peraturan Baerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

figar supava setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan 0Daerah ini
dengan penempatannya dalam lambaran Daerah
Kotamadva Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Ditetapkan di 2 2 UR A B A Y A.
Pada Tanggal =@ 25 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAMN RAKYAT DAERAH WﬁLIKOTQMADYQ KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI oURﬁBRYﬁ {TINGKAT II SURABAYA
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PENJELAS AN
AT AS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBEMTUKAN ORGAMISATT DAN TATAKERIA
DINAS KOPERASI DAN PEMEIMAAN PENCUEAHA KECIL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan KkKelancaran penyelenggaraan
pembinaan Dinas Koperasi darn Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 3urabava secara berdavaguna serta
peningkatan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dengan instansi/dinas terkait dalam pembangunan
koperasi dan pembinaan pengusaha kecil perlu dibentuk Dinas
Koperasi dan Pembinasan Pengusaha Kecil Daerah.

Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah
tersebut merupskan unsur pelaksana Daerah vang berada di bawah
dan bertanggung Jawab kepada Walikotamadva Kepala Daerah
dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pembinaan Kkoperasi
dan pembinaan poengusaha kecil.,

Dalam berlakunva Peraturan Daerah ini, diharapksn penve-
lenggaraan Kegisztan pemerintahar dan pelaksanaan pembangunan
di bidang koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di lingkungan
Pemerintah Daerah dapat semakin lancar, berdaya guna dan
berhasil guna dengan demikian semakin menunjany penye-
lenggaraan titik berat Otonomi Dosrah pads Daerah Tingkat IT.

I1.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.
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BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]

LANPIRAN  PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

OINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA
PENGUSANA KECIL DAERAH HOMOR @ 18 TAHUN 1997
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT T1 SURABAYA TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997
KEPALA DIKAS
|
SUB BAGIAN
TATA USAHA
} T
; | k |
URUSAN URUSAR {URUSAN URLISAK
KEPEGAWAIAR KEUANGAN HUMAS DAK UKUN
PENDAFTARAK
, | ; ] ! }
EKELO#PGK JABATAR SEKS! SEXS] SEXSI SEXSI SEXS]
FUNGSTONAL PROGRAN KOPERAS] KOPERAS] PEMBINAAN PENGAWASAN X0
: PEDESAAN PERKOTAAK PENGUSAHA PERASI SIMPAN
| KECIL PINJAM/UNIT
: SIHPAR PINJAM
] 1 ] 1 ]
SUB SEXSI SUB SEXSI SUB SEKSI SuB SEXSI SUB SEXSI
PROGRAM PERTARIAN KOPERAST SINM INDUSTRY PENGAWASAR
—  KOPERASI - TAKAMAN HPAN PINJAN/ | | PERTANIAN 1 KOPERAST SIM
PANGAN URIT SIMPAN PRN PINJAM
PINJAN
SUB SEXSI SUB SEXSI SUB SEKSI SUB SEXSI SUB SEKSI
—  PROGRAN ~{ PERTKANAN — JASA PERDA-| 1 INDUSTRI | PENGAWASAN
PENGUSAHA DAN GANGAN DAN NON UKIT SIMPAN
KECIL PETERNAKAN AREKA JASA PERTANIAN PINJAM
SUB SEKSI SUB SEKSI
KETENAGALIS| | PERDAGAMGAN
—{TRIKAR §JASA DAR ANEKA
INFORMATIKA {USAHA

JEUAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KQTAMADIA TER

TINGKAT I1 SURABAYA

ug&mmu KEPALA DAERAH




